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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this research is to examine the role of Corporate Governance 
practice to internal control disclosure in Indonesian banking industry. Corporate Governance 
practice (CG) is measured by proportion independent member in Board of Directors, the 
proportion of Board of Directors independent, managerial ownership, institusional 
ownership, audit committee size, eduaction background members of audit committee. 
The sample of this study is 87 banks listed  in the Indonesian Stock Exchange 
within the year of 2010 and 2012. The data are drawn from the annual report,  
multiplregresion is used to analyze the data.   
This research find, that Board of Directors size,  institusional ownership and 
eduaction background members of audit committee are significant factors to internal control  
disclosure. 
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PENDAHULUAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap 
pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Corporate 
governance direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris 
independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, dan latar 
belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit. Adapun pengungkapan 
pengendalian internal diukur dengan menggunakan indeks yang disusun untuk menentukan 
tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan. 
Kelemahan pengawasan dan pengendalian internal dalam kasus yang melibatkan 
perusahaan Enron, Worldcom, dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen mengakibatkan 
hilangnya kepercayaan dari para investor dan mengakibatkan menurunnya harga saham di 
bursa efek berbagai negara seperti Amerika, Eropa, hingga ke Asia.  
Skandal akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, Worldcom, dan Kantor 
Akuntan Publik Arthur Andersen tersebut akhirnya mendorong diterbitkannya Sarbanes-
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Oxley Act of 2002 (SOX 2002) (Zhang, J. Zhou dan N. Zhou, 2007). Menurut Femiarti dan 
Dewayanto (2012) salah satu aspek penting dari SOX adalah terdapat bagian yang berfokus 
pada isu-isu pengendalian internal terkait dengan pelaporan keuangan dan pengungkapan 
informasi. Pengendalian internal merupakan satu komponen penting untuk meningkatkan 
akuntabilitas perusahaan dan memungkinkan perusaahaan untuk meningkatkan pengawasan 
dan pengendalian atas kegiatan operasi perusahaan (Jones, 2008).  
Di Indonesia penerapan dan pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan 
perbankan merupakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/2009 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank 
Indonesia nomor 5/8/2003 pasal 2 ayat (2) huruf d dan pasal 13 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 perihal pedoman standar sistem pengendalian intern 
bagi bank umum, sehingga perusahaan perbankan wajib menerapkan pengendalian internal 
dalam kegiatan operasinya dan mengungkapkan pengendalian internal secara menyeluruh. 
Ketentuan pengungkapan pengendalian internal pun diperkuat oleh adanya Peraturan 
Bank Indonesia nomor 14/14/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang 
dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/35/DPNP tahun 2012 
tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan 
kepada Bank Indonesia. Selain itu, pengungkapan informasi perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia diatur berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-
431/BL/2012 nomor X.K.6 yang merupakan perubahan atas keputusan ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal KEP-431/BL/2006 nomor X.K.6 pasal 2 huruf G nomor 7 tentang penyampaian 
laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa perusahaan harus 
membuat laporan tahunan yang mengungkapkan implementasi corporate governance dan 
menyampaikan uraian tentang pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit. Ketentuan 
tentang pengungkapan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. 
Pengendalian internal perlu mendapat perhatian Bank, mengingat salah satu faktor 
penyebab terjadinya kegagalan usaha Bank adalah tidak efektifnya pengendalian internal 
(lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003). Pengungkapan 
pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan salah satu pengungkapan yang 
penting dilakukan karena dapat merefleksikan efektivitas pengendalian internal perusahaan. 
Selain itu, menurut Asbaugh-skaife, Collins, dan Kinney (2007) pengungkapan pengendalian 
internal dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dapat mengurangi risiko terjadinya 
kecurangan yang dapat merugikan investor dan stakeholders lainnya. 
Di Indonesia beberapa kasus kecurangan yang diindikasikan terjadi karena lemahnya 
pengendalian internal dan penerapan corporate governance pada perusahaan perbankan di 
antaranya adalah penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan pegawai Citibank tahun 2011 
(sumber: www.vivanews.com), pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada 
Bank Internasional Indonesia cabang Pangeran Jayakarta dengan total nilai kerugian Rp 3,6 
milyar dan melibatkan account officer bank tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya salah 
satu komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian karena melibatkan pihak 
internal perusahaan dan kelemahan penerapan corporate governance nampak dari kurangnya 
akuntabilitas.   
Industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan 
kepercayaan investor dan stakeholder lainnya bank harus meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitasnya, di antaranya melalui penerapan corporate governance, pengendalian 
internal dan pengungkapan informasi. Corporate governance dan pengendalian internal 
memiliki kaitan yang erat dan menjadi isu bisnis yang penting pada saat ini (Lulian dan 
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Mihaela, 2012). Menurut Femiarti dan Dewayanto (2012) jika corporate governance dan 
pengendalian internal suatu perusahaan berjalan dengan efektif maka, kecurangan dan error 
dalam kegiatan perusahaan dapat terdeteksi dan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan 
investor. Selain itu,  
Peran penting dalam penerapan corporate governance terletak pada dewan komisaris 
yang berfungsi mengawasi aktivitas dan kinerja serta menjadi penasihat direksi untuk 
memastikan bahwa corporate governance dilaksanakan dengan baik (Komite Nasional 
Kebijakan Governance, 2006). Selain itu, menurut Krishnan (2005) kualitas pengendalian 
internal dalam perusahaan menunjukkan fungsi kualitas lingkungan pengendalian perusahaan 
termasuk dewan komisaris dan komite audit. 
Ukuran dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan 
pengawasan. Jumlah dewan komisaris yang besar dapat memunculkan perpaduan keahlian 
sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan 
(Suhardjanto dan Dewi, 2011). Penelitian Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto, Dewi, 
Rahmawati dan Firazonia (2012) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif jumlah dewan 
komisaris terhadap pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan merupakan mekanisme 
corporate governance yang dalam penelitian ini direpresentasikan dengan kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional. Hal ini sejalan dengan penelitian Li dan Qi (2008), 
Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, Jonshon, dan Kim (2009) yang menunjukkan 
adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi. 
Sementara itu, penelitian Eng dan Mak (2003) menemukan adanya pengaruh negatif 
kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi. 
Selain itu, kepemilikan institusional pun dapat mengurangi tindakan opportunis 
manajemen perusahaan melalui pengawasan yang lebih efektif. Pengawasan yang dilakukan 
oleh pemilik saham institusional dapat meningkatkan pengungkapan informasi. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Bogdan, Popa, Pop, dan Farcane (2009) dan penelitian Rouf dan Al-
Harun (2011) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap 
pengungkapan informasi. 
Struktur corporate governance lain yang mempengaruhi pengungkapan informasi 
adalah komite audit yang memiliki tugas pokok membantu dewan komisaris dalam 
melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Pembentukan komite audit dilakukan 
dengan dasar keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor. 29 tahun 2004 dan Peraturan 
Bank Indonesia nomor 8/14/2006. Pembentukan tersebut terutama berkaitan dengan review 
sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas pengungkapan informasi, dan 
meningkatkan efektivitas fungsi audit.  
Beberapa penelitian terdahulu tentang pengungkapan pengendalian internal di 
antaranya dilakukan oleh Zhou dan Chen (2010) menguji pengaruh corporate governance 
dengan pengungkapan pengendalian internal di China, menemukan bahwa pengungkapan 
pengendalian internal berpengaruh positif dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan 
komisaris independen, dan komite audit, pengungkapan pengendalian internal berpengaruh 
negatif dengan pemisahan tugas ketua dan manajer umum. 
Leng dan Ding (2011) menguji hubungan corporate governance dengan 
pengungkapan pengendalian internal pada 1309 perusahaan non-financial yang terdaftar di 
Shanghai Stock Exchange (SSE) dan di Shenzhen Stock Exchange (SZSE) tahun 2010. 
Penelitian Leng dan Ding (2011) mendapatkan hasil adanya hubungan positif antara 
pengungkapan pengendalian internal dengan remunerasi dewan komisaris, rangkap jabatan 
ketua dan manajer umum, tingkat pendidikan komisaris, dan tingkat pendidikan komite audit 
memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan pengendalian internal, komposisi 
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kepemilikan negara, tingkat konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris, komposisi 
dewan komisaris independen dan ukuran komite audit memiliki hubungan yang tidak 
signifikan dengan pengungkapan pengendalian internal.  
Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh corporate governance dengan 
pengungkapan pengendalian internal masih relatif sedikit. Salah satu penelitian yang 
mengaitkan corporate governance dengan pengungkapan pengendalian internal di Indonesia 
dilakukan oleh Waharini dan Dewayanto (2012) yang menguji pengaruh kualitas komite 
audit, independensi auditor dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada 
perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange.  
Penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang beragam dan penelitian 
tentang corporate governance dan pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan 
perbankan di Indonesia belum banyak dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa 
penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. 
Pemilihan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek 
penelitian ini karena bank merupakan entitas yang memiliki tingkat risiko yang tinggi 
sehingga penerapan corporate governance dan pengungkapan pengendalian internal yang 
merefleksikan efektivitas pengendalian internal dalam perusahaan perbankan menjadi sangat 
penting.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Corporate 
Governance dan Pengungkapan Pengendalian Internal di industri Perbankan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, terdapat beberapa masalah 
yang dapat diidentifikasi antara lain : 
1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 
pengendalian internal? 
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
pengungkapan pengendalian internal? 
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian 
internal? 
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 
pengendalian internal? 
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap  pengungkapan pengendalian 
internal? 
6. Apakah latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit 
berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal? 
 
TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Agency Theory 
Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan kontrak 
antara satu atau lebih orang (prinsipal) dengan orang lain (agen). Teori ini memberikan 
pemahaman tentang aktivitas prinsipal dengan  memberikan tanggungjawabnya kepada 
manajemen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan memungkinkan munculnya 
konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer sebagai pengelola perusahaan.  Hubungan 
ini memberikan potensi terjadinya konflik  kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik 
kepentingan  muncul ketika anggota organisasi memiliki potensi menghasilkan kepentingan 
pribadi (Demski, 2003). 
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Agency theory dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu asumsi mengenai manusia, 
(people), organisasi (organization), dan informasi (information) (Eisenhardt, 1989). Terkait 
dengan asumsi ini, Arifin (2005) menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk 
mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded 
rationality) dan tidak menyukai risiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian  adalah adanya 
konflik  antar anggota organisasi, efiseinsi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asymetric 
information antara principal dan agent. Asumsi tentang informasi, bahwa informasi 
dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan. Asumsi-asumsi tersebut 
menyebabkan berakibat timbulnya asimetri informasi sedangkan asimetri informasi 
menyebabkan kebutuhan prinsipal akan informasi tidak terpenuhi.  
Menurut Healy dan Palepu (2001) terdapat beberapa cara untuk memecahkan masalah 
asimetri informasi, yaitu: (1) kontrak yang optimal antara manajemen dengan investor, (2) 
adanya dewan komisaris yang berperan untuk memonitor perilaku manajemen sesuai 
kepentingan pemilik luar, (3) adanya informasi yang efektif dari pihak perantara, misalnya 
analis keuangan dan lembaga pemeringkat.  Pendapat lainnya disampaikan oleh Brick dan 
Chindhambaran (2007) bahwa peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh dewan 
komisaris dan komite-komitenya selain mengurangi terjadinya asimetri informasi juga dapat 
mempengaruhi kinerja keuangan. 
 
Ukuran dewan komisaris dan pengungkapan pengendalian internal 
Ukuran dewan komisaris terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan 
komisaris. Dewan komisaris merupakan pemimpin di perusahaan, dan efektivitas dewan 
komisaris merupakan dasar bagi kesuksesan perusahaan (Seikh, Wang, dan Khan, 2013). 
Sebagai inti dari corporate governance, dewan komisaris bertanggungjawab atas penegakan 
dan implementasi dari sistem pengendalian internal dan menjamin keandalan pengungkapan 
informasi (Leng dan Ding, 2011). Dalton et al. (1999) menyatakan bahwa ukuran dewan yang 
optimum lebih efektif dari pada dewan komisaris dalam ukuran kecil. Selain itu, Qu et al. 
(2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap transparansi 
pengungkapan informasi. 
 Penelitian Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto et al. (2012) menemukan 
adanya pengaruh positif jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi. 
Sementara itu, hasil penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) tidak konsisten dengan penelitian 
Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto et al. (2012) yang mendapatkan hasil ukuran 
dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi. 
Rumusan Hipotesisnya: 
H1: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian 
internal 
 
Komposisi komisaris independen dan pengungkapan pengendalian internal 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No 8/14/2006 komposisi dewan komisaris 
independen minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen 
adalah anggota dewan komisaris independen yang tidak memiliki pengaruh keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pengaruh keluarga dengan anggota dewan 
komisaris lainnya. Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau pengaruh lain yang 
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (PBI No 8/14/2006). 
Menurut Leng dan Ding (2011) komisaris independen diharapkan dapat memonitor dan 
memacu kinerja direktur eksekutif dan manajemen. Komisaris independen bertanggung jawab 
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untuk membantu meningkatkan kualitas keterbukaan dan meningkatkan transparansi 
informasi.  
Penelitian Suhardjanto dan Permatasari (2010) menyatakan bahwa keberadaan 
anggota dewan komisaris independen meningkatkan kualitas kontrol perusahaan. Penelitian 
Y.Sun et al. (2012) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan ukuran komisaris independen 
yang tinggi lebih sering melakukan pengungkapan informasiAkan tetapi, penelitian 
Khomsiyah (2005) mendapatkan hasil yang berbeda, tidak terdapat hubungan antara 
komisaris independen dengan pengungkapan informasi.  
Rumusan Hipotesisnya: 
H2 : komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
pengendalian internal. 
 
Kepemilikan manajerial dan pengungkapan pengendalian internal 
Menurut Eng dan Mak (2003) kepemilikan manajerial merupakan merupakan 
persentase kepemilikan saham oleh CEO dan komisaris eksekutif. Menurut Jensen dan 
Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat menyeleraskan kepentingan pemilik dan agen, 
sehingga dapat mengurangi masalah agensi. Melalui kepemilikan manajerial maka tindakan 
oportunis manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang dan manajer 
akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan karena berkaitan dengan 
kepentingannya sebagai pemilik, sehingga pengungkapan informasi pengendalian internal 
akan semakin berkualitas. 
Hasil penelitian Li dan Qi (2008), Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, 
Jonshon, dan Kim (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial 
dengan pengungkapan informasi. Sementara itu, hasil penelitian Eng dan Mak (2003) 
menyimpulkan tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi. 
Rumusan hipotesisinya: 
H3 : kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian 
internal. 
 
Kepemilikan institusional dan pengungkapan pengendalian internal 
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor  institusi 
selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). 
Sementara itu, Koh (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan 
saham oleh institusi keuangan. Para pemegang saham institusional akan berusaha untuk 
memperbaiki fungsi pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir 
masalah-masalah agensi yang mungkin timbul (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga dengan 
kepemilikan institusional pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif dan hal tersebut 
berpengaruh pada luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen.  
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bogdan et al. (2005), Rouf dan Al-Harun 
(2011) dan Indriana, Widowati, dan Yulimar (2010)  mendapatkan hasil adanya pengaruh 
positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi. Sementara itu, penelitian 
Primastuti dan Achmad (2012), Stephens (2008), dan Khomsiyah (2005) mendapatkan hasil 
yang berbeda yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 
informasi. 
Rumusan hipotesisnya: 
H4 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
pengendalian internal. 
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Ukuran komite audit dan pengungkapan pengendalian internal 
Komite audit sesuai dengan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. 
29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 
pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit sangat penting bagi pengelolaan 
perusahaan. Pembentukan tersebut berkaitan dengan review sistem pengendalian internal 
perusahaan, memastikan kualitas pengungkapan informasi, dan meningkatkan efektivitas 
fungsi audit. Menurut Myers dan Ziegenfuss (2006) dan Leng dan Ding (2011) sebagai 
pengawas internal perusahaan, komite audit berhak untuk memantau dewan dan manajemen, 
mengawasi pembentukan dan implementasi corporate governance dan  pengendalian internal. 
Selain itu, Menurut Zhang et al. (2007) Ukuran komite audit yang lebih besar akan lebih 
efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal. 
Hal ini diungkapkan pula oleh Cormier, Ledoux, Magna, dan Aerts (2009) yang 
menyatakan bahwa ukuran komite audit dapat mengurangi asimetri informasi dan 
meningkatkan pengungkapan informasi. Selain itu, penelitian Yuen et al. (2009) dalam Anyta 
dan Mutmainah (2011) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berkaitan dengan 
pengungkapan informasi perusahaan. Penelitian Ho dan Wong (2001) dan Indriana et al. 
(2010) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara keberadaan komite audit 
terhadap pengungkapan. Hasil yang berbeda didapatkan oleh Khomsiyah (2005), yang 
menemukan tidak ada hubungan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan informasi. 
Rumusan hipotesisnya: 
H5 : ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian 
internal. 
 
Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dan pengungkapan 
pengendalian internal 
Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit mengacu pada 
peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa 
persyaratan keanggotaan komite audit salah satunya adalah memiliki kemampuan, 
pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 
Selain itu, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/2006 menyatakan bahwa sekurang-
kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan. Latar 
belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dapat menunjukkan kompetensi 
dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Pembanyun dan Januarti (2012) kompetensi komite 
audit merupakan karakteristik penting untuk menilai efektivitas kinerja komite audit. Komite 
audit yang efektif dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk 
meningkatkan pengungkapan yang berpengaruh dengan nilai perusahaan. 
Penelitian Defond, Hann, dan Hu (2005) komite audit yang memiliki keahlian 
akuntansi atau keuangan dapat membantu mewujudkan tujuan corporate governance.. 
Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012) dan Waharini 
dan Dewayanto (2012) menemukan tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan 
akuntansi atau keuangan komite audit dengan pengungkapan informasi. 
Rumusan hipotesisnya: 
H6: latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan pengendalian internal. 
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SKEMA KONSEPTUAL PENELITIAN 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
Penentuan sampel 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan 
untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang ada di 
Indonesia. Sedangkan sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-2012. Alasan pemilihan perusahaan 
perbankan dalam penelitian ini karena banyaknya kasus pembobolan bank dan kecurangan 
dengan nilai kerugian yang material. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena lemahnya 
pengendalian internal dan kurang efektifnya penerapan corporate governance pada 
perusahaan perbankan di Indonesia. Pemilihan periode pengamatan 2010 - 2012 karena 
kewajiban pengungkapan pengendalian internal dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan 
Bank Indonesia No 11/25/2009 yang diterapkan secara efektif mulai tahun 2010.  
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan 
untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Adapun kriteria – kriteria tersebut adalah:  
1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 
2010-2012, dan tidak mengalami delisting; 
2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan dan pengungkapan corporate 
governance dan pengungkapan pengendalian internal;dan 
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan dan laporan 
tahunannya. 
 
 
 
 
corporate governance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukuran dewan komisaris 
(H1+) 
Komposisi dewan komisaris 
independen (H2 +) 
Pengungkapan 
pengendalian internal 
 
 
 
Kepemilikan manajerial 
(H3+)  
Kepemilikan institusional 
(H4 +) 
Variabel kontrol 
- Firm size 
Ukuran komite audit (H5 +) 
Latar belakang pendidikan 
akuntansi atau keuangan  
(komite audit (H6 +) 
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Pengukuran Variabel 
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate 
governance sebagai variabel independen dan pengungkapan pengendalian internal sebagai 
variabel dependen. 
Variabel Independen 
Variable independen dalam penelitian ini adalah corporate governance yang 
direpresentasikan dengan : 
 
Ukuran Dewan Komisaris  
 Menurut Dalton et al. (1999) dalam Suhardjanto et al. (2012) ukuran dewan komisaris 
yang besar lebih efektif dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil. Ukuran 
dewan komisaris merupakan jumlah total dewan komisaris yang ada di perusahaan 
(Abeysekera, 2008; Zhang et al., 2007).  
BS =  ∑ total dewan komisaris di perusahaan 
 
Komposisi Komisaris Independen  
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi 
dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta 
bebas dari pengaruh bisnis atau pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan 
(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). 
Komposisi komisaris independen diukur dengan  perbandingan jumlah komisaris independen 
dengan jumlah total dewan komisaris (Abeysekera, 2008; Suhardjanto dan Permatasari, 2010) 
INDEP =
∑𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 
 
Kepemilikan manajerial  
Kepemilikan manajerial adalah komposisi saham yang dimiliki oleh manajer, termasuk 
direksi dan komisaris (Jianguo dan Huafang , 2007). Kepemilikan manajerial dalam 
penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi 
(Jianguo dan Huafang, 2007; Eng dan Mak, 2003) 
 MO = % 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑕𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑕 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 
 
Kepemilikan institusional  
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor  institusi 
selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). 
Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham 
oleh investor institusi (Rouf dan Harun, 2011; Koh, 2003) 
 IO = %𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑕𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑕 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 
 
Ukuran komite audit  
 Ukuran komite audit merupakan jumlah keseluruhan anggota komite audit dalam 
perusahaan (Ho dan Wong, 2001). Ukuran komite auditr dalam penelitian ini diukur 
berdasarkan jumlah total komite audit di perusahaan.  
ACS = ∑ total komite audit di perusahaan 
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Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit  
 Penelitian Defond, et al. (2005) menemukan komite audit dengan keahlian akuntansi 
atau keuangan dapat memperbaiki corporate governance di perusahaan. Keputusan 
BAPEPAM Nomor Kep- 29/PM/2004 dan peraturan bank Indonesia No 8/14/2006 yang 
menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki keahlian 
pendidikan akuntansi atau keuangan. 
 Berdasarkan hal tersebut latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite 
audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite yang memiliki latar belakang pendidikan 
akuntansi atau keuangan dibandingkan seluruh anggota komite audit (Felo et al., 2005).  
ACEDU=
∑𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖  𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟  𝑏𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛  𝑎𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 /𝑘𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
∑anggota  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 
 
Variabel Dependen 
Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pengungkapan pengendalian 
internal. Pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan yang dilakukan 
perusahaan untuk merefleksikan efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi 
(Leng dan Ding, 2011). Pengukuran pengungkapan pengendalian internal diukur 
menggunakan dummy, yaitu dengan memberi nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan dan 
nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan, kemudian membagi total item yang diungkapkan 
dengan nilai maksimun dari seluruh item yang berjumlah 25 (Leng dan Ding, 2011). Item 
pengungkapan yang disusun mengacu pada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia  No 
5/22/DPNP tanggal 29 September 2009 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern 
bagi bank umum.  
DISC = 
∑𝑰𝑪𝑫 
 ∑  𝑴𝑰𝑪𝑫
 
 
Keterangan : 
DISC  : pengungkapan pengendalian internal 
ICD  : Pengungkapan pengendalian internal (skor untuk setiap item informasi pengendalian 
internal yang diungkapkan dalam laporan tahunan) 
MICD : Maksimum pengungkapan pengendalian internal (total skor maksimum atas item 
pengendalian internal yang diungkapkan, 25) 
Variabel Kontrol 
Ukuran perusahaan (FIRM SIZE) 
Perusahaan besar lebih mungkin melakukan pengendalian internal untuk 
pengelolaan sumber daya perusahaan. Doyle, et al. (2007) menyatakan bahwa tinggi rendah 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh dengan masalah pengendalian internal. Selain itu, Firth 
(1979) dalam Jianguo dan Huafang (2007) dan Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa 
perusahaan besar akan selalu meningkatkan pengungkapan informasinya karena kepatuhan 
dengan aturan publik. Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total 
asset (Leng dan Ding, 2011; Koh, 2003). 
 
FS = Ln Total Aset 
 
Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk 
mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara 
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variabel dependen dan independen (Ghozali, 2011 :96). Sebelum dilakukan perhitungan 
regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
secara bersama-sama, maka akan diadakan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik 
dilakukan agar memenuhi sifat estimasi regresi yang bersifat BLUES (Best Linear Unbiased 
Estimation). Menurut Ghozali (2011), uji asumsi klasik terdiri dari: (1) uji normalitas; (2) uji 
multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas; dan (4) uji autokolerasi. 
Persamaan regresinya sebagai berikut: 
 
ICDI = 𝛂 + 𝜷𝟏 BS + 𝜷𝟐 INDEP + 𝜷𝟑 MO + 𝜷𝟒 IO + 𝜷𝟓 ACS+ 𝜷𝟔 ACEDU+    
 𝜷𝟕 FSIZE +  ε 
 
 
Keterangan : 
SIMBOL KETERANGAN 
α   : konstanta 
BS (Board Size) : Ukuran Dewan Komisaris 
INDEP (Independent Commisioner) : Komposisi Komisaris Independen 
MO (Managerial Ownership) : Kepemilikan manajerial 
IO (Institutional Ownership) : Kepemilikan institusional 
ACS (Audit Committee Size) : Ukuran Komite Audit 
ACEDU (Audit Committee Education) : Latar Belakang Pendidikan Komite    Audit 
FSIZE : Ukuran Perusahaan 
ε    : error 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tabel.1 
Statistik deskriptif 
 
Variable Minimum Maximum Mean 
Pengungkapan pengendalian internal (ICD) 
(%) 
0.5200 1.0000 0.799080 
Ukuran dewan komisaris (BSIZE) 2.0000 9.0000 4.930000 
Komposisi  komisaris independen (INDEP) 
(%) 
0.3333 1.0000 0.568053 
Kepemilikan manajerial(MO) (%) 0.0000 21.7000 1.605172 
Kepemilikan institusional(IO) (%)  11.0300 99.9600 75.753448 
Ukuran komite audit(ACSIZE) 2.0000 7.0000 3.830000 
Latar belakang pendidikan akuntansi atau 
keuangan komite audit(ACEDU) (%) 
0.1667 1.0000 0.560066 
Ukuran Perusahaan(Fsize) 26.0600 34.5900 30.9657 
 
Berdasarkan pengujian empiris yang dilakukan diperoleh informasi statistik deskriptif 
yang meliputi nilai minimun, nilai maksimum dan nilai rata-rata (mean).  Statistik deskriptif 
pada tabel 1 menunjukan bahwa pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan 
perbankan di Indonesia memiliki nilai rata-rata 79.91% dari poin keseluruhan 25 poin. Hal ini 
menunjukan tingkat pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di 
Indonesia sudah cukup baik karena nilai rata-rata memperoleh skor lebih dari setengah poin 
maksimal penelitian.  
Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris (BSIZE) sebesar 4.93 menunjukan bahwa rata-
rata perusahaan perbankan di Indonesia telah memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia yaitu memiliki dewan komisaris minimal 3 orang. Hal ini terlihat dari hasil 
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pengamatan 87 sampel perusahaan perbankan  selama tahun 2010 sampai tahun 2012, 69 
perusahaan perbankan telah memiliki dewan komisaris lebih dari 3 orang, 14 perusahaan 
memiliki dewan komisaris sesuai ketentuan minimal Bank Indonesia, dan 4 perusahaan hanya 
memiliki 2 dewan komisaris.  
  Komposisi dewan komisaris independen (INDEP) menunjukkan nilai rata-rata 
56.81%. Hal ini berarti 56.81% anggota dewan komisaris merupakan komisaris independen. 
Persentase terendah anggota dewan komisaris independen adalah 33.33% pada Bank 
Mayapada Internasional tahun 2010, Bank Victoria Internasional dan Bank Windu Kentjana 
tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 memiliki nilai di atas 33.33%. Sementara itu, 
persentase komisaris independen tertinggi bernilai 100%, yaitu Bank Kesawan tahun 2010 
dan Bank ICB Bumiputera tahun 2012. 
  Nilai rata-rata anggota  komisaris independen yang mencapai 56.81 % menunjukkan 
bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen telah memenuhi Peraturan Bank 
Indonesia No. 8/14/2006 tentang penerapan good corporate governance yang mewajibkan 
perbankan memiliki komisaris independen minimal 50% dari jumlah dewan komisaris. Meski 
demikian, hal ini pun dapat mengindikasikan bahwa dalam menetapkan jumlah anggota 
dewan komisaris independen, perusahaan hanya mempertimbangkan untuk memenuhi syarat 
Peraturan Bank Indonesia. 
 Rata-rata kepemilikan manajerial di perusahaan perbankan sebesar 1,61%. Hal ini 
menunjukkan bahwa persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan cukup rendah. 
Adapun persentase terendah kepemilikan manajerial dalam perusahaan perbankan adalah 0 % 
yang berarti tidak ada komisaris dan/atau direksi yang memiliki saham di perusahaan. 
Sedangkan persentase kepemilikan manajerial tertinggi selama periode 2010 sampai dengan 
2012 adalah 21,70%, yaitu Bank Capital Indonesia tahun 2011. Rendahnya tingkat 
kepemilikan manajerial pada perusahaan perbankan di Indonesia karena di Indonesia 
kepemilikan saham dalam perusahaan cenderung terkonsentrasi oleh kepemilikan keluarga. 
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah 
sebesar 75.76%. Hal ini dapat terlihat dari 87 perusahaan yang menjadi sampel, terdapat 48 
perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan institusional lebih dari nilai rata-rata. 
Persentase kepemilikan institusional tertinggi  adalah sebesar 99.96%, yaitu pada Bank 
Ekonomi Raharja tahun 2010. Persentase terendah kepemilikan institusional sebesar 11.03% 
pada Bank Himpunan Saudara tahun 2010. 
Sementara itu rata-rata ukuran komite audit pada perusahaan yang menjadi sampel 
adalah 3.83%, yang diukur dengan banyaknya anggota komite audit dalam perusahaan. Nilai 
terendah ukuran komite audit pada perusahaan sampel adalah 2, pada Bank Kesawan tahun 
2010. Sedangkan nilai tertinggi ukuran komite audit terdapat pada Bank CIMB Niaga tahun 
2010 sebesar 7 orang. Rata-rata ukuran komite audit pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan perbankan telah memenuhi 
ketentuan Bapepam tentang jumlah minimal anggota komite audit yaitu sebanyak 3 orang.     
Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit memiliki nilai rata-
rata sebesar 56.01%. Persentase tertinggi latar belekang pendidikan akuntansi dan keuangan 
komite audit adalah sebesar 100% pada Bank Central Asia, Bank Mutiara, Bank Mega, dan 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional tahun 2010. Tahun 2011 pada Bank Danamon Indonesia, 
Bank Artha Graha Internasional, Bank Pan Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, 
dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten. Sedangkan pada tahun 2012 
perusahaan yang memiliki persentase tertinggi adalah Bank Bukopin, Bank Pan Indonesia, 
Bank Ekonomi Raharja, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sementara itu, persentase 
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terendah latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan komite audit adalah sebesar 16.67%, 
yaitu pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2010 dan Bank Mandiri tahun 2012.  
Rata-rata latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit, 
menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 
8/14/2006 yang mewajibkan minimal 1 orang anggota komite audit yang memiliki latar 
belakang akuntansi atau keuangan. Selain itu, hal ini mengindikasikan keseriusan dewan 
komisaris untuk memilih dan menetapkan anggota komite audit yang kompeten, diharapkan 
melalui kompetensi yang dimiliki komite audit dapat meningkatkan efektivitas kinerja komite 
audit.  
Firm size (ukuran perusahaan) yang diukur melalui logaritma natural total asset 
menunjukkan nilai rata-rata 30.97%. Nilai terendah firm size perusahaan adalah 26.06%, yaitu 
Bank Swadesi tahun 2011. Sedangkan nilai firm size tertinggi sebesar 34.59 % adalah Bank 
Rakyat Indonesia tahun 2012. 
 
Tabel. 2 
Asumsi Klasik 
Variable  Pengujian Asumsi Hasil 
BSIZE VIF= 1.770 Multikolinearitas  
 
VIF<10 
Tidak terjadi 
multikolinearitas 
 
INDEP VIF= 1.067 Multikolinearitas 
MO VIF= 1.192 Multikolinearitas 
IO VIF= 1.180 Multikolinearitas 
ACSIZE VIF= 1.577 Multikolinearitas 
ACEDU 
FIRM SIZE 
VIF= 1.038 
VIF= 1.632 
Multikolinearitas 
Multikolinearitas 
Run test sig. 0.161 > 0.05(sig) Autokorelasi ρ-value>5% 
Tidak terjadi 
autokorelasi 
One Sampke K-
S_Asym. Sig. 
 
0.677 > 0.05(sig) 
 
Normalitas 
 
ρ-value>5% 
data berdistribusi 
normal 
BSIZE 0.854(sig) Heteroskedastisitas  
 
ρ-value>5% 
Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 
INDEP 0.944(sig) Heteroskedastisitas 
MO 0.957(sig) Heteroskedastisitas 
IO 0.835(sig) Heteroskedastisitas 
ACSIZE 0.614(sig) Heteroskedastisitas 
ACEDU 0,170(sig) Heteroskedastisitas 
FIRM SIZE 0.802(sig) Heteroskedastisitas 
 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression). Menurut 
Gujarati (2006) analisis regresi berganda (multiple regression) pengujian validitas data 
dilakukan sebagai syarat analisa regresi berganda agar penaksiran parameter dan koefisien 
regresi valid,  tidak bias dan konsisten. berdasarkan pengujian asumsi klasik dengan 
menggunakan kolmogorov-smirnov, uji runs test, uji glejser dan VIF pada tabel 2 diketahui 
bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan valid. 
Hasil Pengujian dan Pembahasan 
Tabel. 3 
Variabel Coefficient P-value 
Konstanta  0.743 
 BSIZE 0.021 0.01***) 
INDEP  0.053 0.945 
MO - 0.112 0,855 
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IO - 0.001 0.003**) 
ACSIZE - 0.118 0.709 
ACEDU  0.106 0,013**) 
FIRM SIZE 0.127 0.677 
Adjusted R 
Square 
0,193  
F-statistic 7,873 
 Prob (F-
statistic) 0,000 
                          Tingkat signifikasi: ***) 0,01; **) 0,05: *) 0,1 
Berdasarkan tabel diatas maka persamaan pengaruh  corporate governance terhadap 
pengungkapan pengendalian internal  sebagai berikut: 
 
DISC = 0.743 + 0.021 BSIZE + 0.053 INDEP – 0.112 MO - 0.001 IO- 0.118 ACSIZE + 0.106 
ACEDU + 0.127 FSIZE+e                                                                                                      
 
Berdasarkan tabel 3, bahwa koefisien determinasi (adj.R
2
) model persamaan regresi  
sebesar 0,193 atau 19,3%. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel independen hanya 
mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, sebesar 19,3%. Sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian 
tersebut. Nilai probabilita (F-statistic) adalah 0,000 atau ρ < 0,005. Hal ini berarti variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
Hipotesis 1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
pengendalian internal. 
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris 
(BSIZE) terhadap pengungkapan pengendalian internal (DISC). Dari hasil regresi yang 
disajikan pada tabeL 2 terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 3.643 dengan ρ-value 0.001< 5%. 
Ini berarti ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia, atau dengan kata lain 
hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Siagian dan Ghozali 
(2012) dan Suhardjanto et al. (2012). Hasil penelitian yang menunjukan koefisien positif ini 
berarti bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris akan berpengaruh pada makin 
tingginya pengungkapan informasi tentang pengendalian internal perusahaan perbankan.  
Hasil penelitian ini mendukung pendapat Dalton et al. (1999) bahwa ukuran dewan yang 
optimum lebih efektif dari pada dewan komisaris dalam ukuran kecil. 
Hipotesis 2: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan pengendalian internal. 
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komposisi dewan 
komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di 
Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung 
sebesar 0.058 dengan ρ-value 0.945 > 5%. Ini menunjukkan komposisi komisaris independen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal, atau dengan kata 
lain hipotesis ditolak.  
Hasil penelitian yang menunjukan arah positif tidak signifikan ini berarti bahwa 
dengan penambahan jumlah anggota komisaris independen searah dengan meningkatkan 
pengungkapan pengendalian internal, namun demikian penelitian tidak berhasil membuktikan 
bahwa variabel komposisi komisaris independen merupakan variabel yang relevan untuk 
meningkatkan pengungkapan informasi tentang pengendalian internal. Hasil penelitian yang 
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tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Khomsiyah (2005), Eng dan Mak (2003), dan Ho 
dan Wong (2001). 
Hasil penelitian ini mengindikasikan belum efektifnya peran pengawasan komisaris 
independen. Menurut Hasil Survei Asian Development Bank (2004) kuatnya kendali 
pemegang saham mayoritas dan pendiri perusahaan menyebabkan berkurangnya independensi 
dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. 
Hipotesis 3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
pengendalian internal 
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial 
terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal. Dari hasil regresi yang disajikan pada 
tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -0.117 dengan  ρ-value 0.855 < 5%. Dengan 
kata lain hipotesis penelitian ditolak, karena kepemilikan manajerial tidak terbukti 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2003) dan Ruland et al. 
(1990) yang mendapatkan hasil semakin rendah kepemilikan manajerial dapat meningkatkan 
pengungkapan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dan  Fama dan Jensen (1983) hal ini 
terjadi karena tindakan opportunis manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi 
sehingga manajemen cenderung tidak mengungkapkan informasi perusahaan.  
Hipotesis 4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
pengendalian internal. 
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional 
terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dari 
hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -3.034 dengan 
ρ-value 0.003 < 5%. Ini berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia, atau 
dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian Bogdan (2005), Rouf dan Al-Harun (2011), Mitra dan Hosain (2010) dan Indriana 
et al. (2010) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusional 
dengan pengungkapan informasi.  
Hasil pengujian yang mendapatkan hasil koefisien negatif berarti semakin tinggi 
kepemilikan institusional pada perusahaan maka pengungkapan pengendalian internal yang 
dilakukan perusahaan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh Collet dan Dedman 
(2010) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 
tingkat pengungkapan informasi. Menurut Collet dan Dedman (2010) hal ini terjadi karena 
investor institusi tidak optimal menggunakan haknya untuk mengawasi manajemen. Selain 
itu, hal ini diindikasikan terjadi karena karakteristik struktur kepemilikan di Indonesia yang 
terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga (Lukviarman, 2004).  
Hipotesis 5: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
pengendalian internal. 
Hipotesis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh ukuran 
komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di 
Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung 
sebesar -0.114 dengan ρ-value 0.709 > 5%. Ini berarti ukuran komite audit menunjukan arah 
yang bertentangan dengan dugaan peneliti dan menunjukan pengaruh yang tidak signifikan, 
atau dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian Ho dan Wong (2001), dan Indriana et al. (2010). 
Ukuran komite audit dalam penelitian ini merupakan jumlah anggota komite audit 
yang ada di perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak 
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mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan. Hasil 
penelitian ini didukung oleh penelitian Khomsiyah (2005) yang mendapatkan hasil ukuran 
komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan.  
Hipotesis 6: Latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan pengendalian internal 
Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan 
komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di 
Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung 
sebesar 2,540 dengan ρ-value 0.013 < 5%. Ini berarti latar belakang pendidikan komite audit 
yang dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan jumlah komite audit yang memiliki 
latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dengan jumlah anggota komite audit 
perusahaan, berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal atau dengan kata lain 
hipotesis penelitian diterima.  
Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Femiarti dan Dewayanto 
(2012) dan Waharini dan Dewayanto (2012) yang tidak berhasil membuktikan pengaruh latar 
belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit terhadap pengungkapan 
kelemahan pengendalian internal perusahaan.  
Variabel Kontrol 
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Dari hasil regresi 
yang disajikan dalam tabel 3  terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 0,118 dengan ρ-value 
0.677>5%. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan pengendalian internal. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Karakteristik data yang nampak melalui hasil statistik deskriptif ini menunjukan 
bahwa rata-rata tingkat pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di 
Indonesia sudah cukup baik. Perusahaan mengungkap rata-rata  79.71% yang berarti lebih 
dari setengah indeks pengungkapan penelitian ini. Ini dapat terjadi karena tingkat kepatuhan 
perusahaan terhadap kewajiban pengungkapan informasi tentang pengendalian internal. 
Disamping itu, manfaat pengungkapan pengendalian internal telah dipahami, sehingga 
pengungkapan informasi ini dirasakan sebagai kebutuhan.  
Berdasarkan pengujian regresi, diperoleh simpulan bahwa: 
- Komposisi komisaris independen (INDEP), kepemilikan manajerial (MO), dan ukuran 
komite audit (ACSIZE) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
pengendalian internal. ini berarti ketiga proksi tersebut bukan merupakan proksi yang 
relevan untuk menjelaskan pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan 
pengendalian internal.  
- Ukuran dewan komisaris (BSIZE), kepemilikan institusional (IO), dan latar belakang 
pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit (ACEDU) terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia. Hasil penelitian ini 
berarti bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan latar belakang 
pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit merupakan representasi yang relevan 
untuk menjelaskan pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan pengendalian 
internal. 
Penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengungkapan pengendalian internal 
yang masih sangat terbatas di Indonesia serta menjelaskan peran corporate governance dalam 
proses pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Disamping itu penelitian ini juga telah 
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mengidentifikasi proksi dan measurement baru yang relevan untuk menjelaskan corporate 
governance terhadap pengungkapan pengendalian internal.  
Saran 
Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya Bank Indonesia sebagai regulator 
meninjau kembali kriteria independensi dewan komisaris.   
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki 
melalui penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu: 
1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012. 
Penelitian serupa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperluas periode 
pengamatan. Ini diperlukan agar hasil penelitian dapat diuji konsistensi dan 
generalisasinya. 
2. Penambahan dan perubahan proksi masih dapat dimungkinkan dalam pengembangan 
penelitian ini, misalnya jumlah pertemuan dewan komisaris, karena lampiran Surat Edaran 
Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 menyatakan bahwa dewan komisaris harus 
membahas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan minimal satu kali 
pertemuan.  
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